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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa An tar W al<tu dan un tuk 

melaksanakan Ketentuan Pasal 4 7 A Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan persyaratan dalam 

Pasal 4 ayat (4) huruf c maka perlu menetapkan 

Persyaratan Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa 
4-

Antar Wal<:tu di Kabupaten Kaur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan 

Peraturan Bupati Kaur Nomor 68 Tahun 2022 tentang 

Pemilihan Kepala Desa An tar Wal(tu Di Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 

dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Ta.bun 2003 Nornor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266); 



. . , , 

SEKRETARl.6.T PEMERI NTAH KABUPATEN KAUR 
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3. 

4. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6687) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 
2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1222); 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Menetapkan 

SEKr.ETARJAi PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
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8. 

Nomor 1409); 
• ~ 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI KABUPATEN KAUR. 



Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kaur Nomor 68 Tahun 2022 tentang 

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten 

Kaur Tahun 2022 Nomor 1072) diadakan perubahan sebagai berikut: 

Pasal 1 

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) melakukan 

penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu. 

(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan 

paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. 

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang 

memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi 

tambahan. 

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) penilaian dengan 

kriteria sebagai berikut : ,, . 
.. ~;;r 

a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dengan bobot nila/ 10%; 

b. tingkat Pendidikan dengan bobot nilai 20%; 

c. usia dengan bobot nilai 10%; dan 

d. ujian tertulis dengan bobot nilai 60%. 

(5) Kriteria sebagaimana dimal{sud pada Ayat (4) adalah sebagai berikut: 

a. nilai Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dihitung dengan 

mengunakan keten tuan : 

1. tidak punya pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan 

mendapatkan nilai 0 (Nol); 

2. punya pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan sampm 

dengan 5 (lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh); dan 

3. punya pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan lebih dari 5 

(lima) tahun mendapat nilai 100 (Seratus); 

b. nilai tingkat Pendidikan dihitung dengan menggunakan ketentuan: 

1. SLTP / Sederajat nilai 40 ( em pat puluh); 

2. SLTA/Sederajat nilai 50 (lima puluh); 

3. diploma I nilai 55 (lima puluh lima); 

4. diploma II nilai 60 (enam puluh); 

5. sarjana Muda/Diploma III nilai 70 (tujuh puluh); 

seKRETARIATPEMERINTAHKABl0\JEN jana/Diploma IV nilai 80 (delapan puluh); 
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(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berkoordinasi ke tingkat Cam.at 
menyiapkan soal untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh bakal Calon~~epala 
Desa Antar Waktu serta diumumkan hasilnya oleh Panitia Pemilihan Tingkat 
Desa. 

(7) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan berdasarkan 
perolehan nilai tertinggi Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor 3 (tiga). 

(8) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) 
mempunyai nilai yang sama maka peringkat tersebut diadakan ujian ulang 
sampai dengan adanya perolehan nilai tertinggi. 

(9) Dalam hal calon yang memenuhi Persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, 
Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. 

(10) Dalam hal calon yang memenuhi Persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang 
setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat {5}, BPD 
menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai 
dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlal<:u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
I I pada tanggal /3 0 anuo/1J 2023 

~BU AT KAU1 ScKRcfARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 
BAGIAN HUKUM 

SUDA H Of PROSES DAN PA RAF 
DITELIT! HBENARANNYA 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal / 3 ;;'c,nuol'r' 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

ERSAi-HFIRl 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: !JG!] 


